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Abstrak
 

Tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemegang sukuk negara dalam hal

terjadi gagal bayar oleh pemerintah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal.

Pemerintah dianggap kebal terhadap gagal bayar karena adanya jaminan pembayaran yang berasal dari

APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang juga merupakan pengelola Surat Berharga Syariah

Negara. Peralihan Hak Manfaat Barang Milik Negara yang dijadikan underlying asset bersifat formalitas

hanya demi memenuhi prinsip syariah. Konsep Hak Manfaat merupakan konsep baru yang diadopsi dari

konsep trust yang berasal dari sistem common law konsep ini menimbulkan inkonsistensi dan kekaburan

norma yaitu ketidakjelasan mengenai kategori benda pada Hak Manfaat. Oleh karenanya Hak Manfaat

Barang Milik Negara tidak dapat di sita jika terjadi gagal bayar oleh pemerintah.

......This paper analyzes the form of legal protection given to state sukuk holders in the event of default by

the government. This paper was prepared using doctrinal research methods. The government is considered

immune to default because of the guarantee of payment that comes from the state budget managed by the

Ministry of Finance, which is also the manager of State Sharia Securities. The transfer of state property

benefit rights used as underlying assets is a formality only for the sake of fulfilling sharia principles. The

concept of benefit rights is a new concept adopted from the concept of trust, originating from the common

law system. This concept creates inconsistencies and vagueness in norms, namely uncertainty regarding the

category of objects in Benefit Rights. Therefore, the state property benefit rights cannot be confiscated in the

event of default by the government.
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